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SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a   : HARYONO WAHYUDI, ST.MT 

N I P    : 19740126 199903 1 004 

Jabatan   : Kepala Dinas  

SKPD/OPD     : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kabupaten Kebumen. 

 
Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, 
dengan ini menyatakan bahwa : 
 
1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi 

Usaha Kecil Dan Menengah  Kabupaten   Kebumen untuk periode 1 Januari s/d 
31 Desember 2025 merupakan tanggung jawab saya selaku Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

2. Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan 
Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi 
tanggungjawab saya meliputi : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Operasional; 
c. Neraca; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 

3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern 
yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 
posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah. 
 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 

Kebumen, 31 Desember 2025 

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan  

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Kabupaten Kebumen 

Selaku Pengguna Anggaran 
  
 
  
HARYONO WAHYUDI, ST.MT 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19740126 199903 1 004  
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PEMERINTAH  KABUPATEN KEBUMEN 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, 
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 
Jalan HM. Sarbini No. 85 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 384434, 

Faksimile (0287)384434 Laman disperindag.kebumenkab.go.id, Pos-el 
disperindag@kebumenkab.go.id 

 
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
 

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat 

memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan 

khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ 

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam 

pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu 

pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah 

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. 
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1.2  Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2025 adalah : 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tetntang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 



3 

 

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 170); 

18. Surat Edaran Setda No 900.1.3.10/4551 Tahun 2025, tanggal 8 Desember 

2025 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 

2025. 

 

1.2 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Kabupaten Kebumen. 

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

Bab I   Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten 

Kebumen. 

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kabupaten Kebumen. 

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target 

yang telah ditetapkan. 
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Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten 

Kebumen. 

3.1.Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan 

Menengah Kabupaten Kebumen. 

3.1.1 LRA 

3.1.2 LO 

3.1.3 NERACA 

3.1.4 LPE 

3.1.5 CALK 

3.2.  Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan 

dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas yang menggunakan basis akrual. 

Bab IV Penjelasan dan Informasi–informasi Non Keuangan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 

Kabupaten Kebumen. 

Bab V  Penutup 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

  

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu OPD yang mengampu atau memberikan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, 

Retribusi Pemakaian Ruangan (Aula PLUT KUMKM) dan Retribusi Pelayanan Tempat 

Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Kamar PLUT KUMKM). 

Realisasi  Pendapatan  yang  diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 

Januari sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai sebesar Rp.7.060.645.669,00 

atau (108,18%) dari target pendapatan sebesar Rp.6.526.961.000,00 . Bila 

dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.7.322.096.932,00  

mengalami penurunan sebesar Rp.261.451.263,00. 

Secara rinci target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel. 2 1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 

No 
Jenis 

Pendapatan 

Target 2025 
Realisasi 

2025 
Lebih / 
Kurang % 

Realisasi 
2024 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Retribusi 
Pelayanan 
Pasar 

6.279.720.000 6.806.319.669 526.599.669 108,39 7.232.868.182 

 UPTD I 1.154.697.000 1.157.129.327 2.432.327 100,21 1.268.839.888 

 UPTD II 2.286.311.000 2.680.501.641 394.193.641 117,24 2.660.329.162 

 UPTD III 1.440.829.000 1.414.770.954 (26.058.046) 98,19 1.584.568.038 

 UPTD IV 1.397.883.000 1.553.917.747 156.034.747 111,16 1.719.131.094 

2 Retribusi 
Pemakaian 
Ruangan 
(Aula PLUT 
KUMKM) 

 222.321.000       228.826.000  6.505.000  102,93      64.178.750 

3 Retribusi 
Pelayanan 
Tempat 
Penginapan/ 
Pesanggraha
n/ Villa 
(Kamar PLUT 
KUMKM) 

   24.920.000       25.500.000  580.000 102,33 25.050.000 

  Jumlah 6.526.961.000  7.060.645.669  533.384.669  108,18 7.322.096.932  
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Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen diukur dari  realisasi atas anggaran 

yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. 

Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar 

Rp.24.573.671.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.22.557.929.601,00 (91,80%), 

realisasi tersebut untuk Belanja Operasi dari pagu anggaran sebesar 

Rp.23.866.325.300,00 terealisasi sebesar Rp.21.934.076.581,00 (91,90%), 

sedangkan untuk belanja Modal dari Pagu anggaran sebesar Rp.707.346.000,00 

terealisasi sebesar Rp.623.853.020,00 (88,20 %). 

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.22.557.929.601,00  atau 

(91,80%) dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 

Rp.33.349.780.884,00 atau (94,21%) realisasinya mengalami penurunan sebesar 

32,36%. 

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :  

Tabel. 2 2 Realisasi Belanja per Akun 

 

No. URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

 Belanja Daerah 24.573.671.300 22.557.929.601 91,80 

1. Belanja Operasi 23.866.325.300 21.934.076.581 91,90 

 a. Belanja Pegawai 10.897.994.300 9.437.783.725 86,60 

 b. Belanja Barang dan Jasa 11.237.331.000 11.020.077.356 98,07 

 c. Belanja Subsidi 1.261.000.000 1.006.285.500 79,80 

 d. Belanja Hibah 470.000.000 469.930.000 99,99 

2. Belanja Modal 707.346.000 623.853.020 88,20 

 a. Belanja modal Peralatan 
Mesin 

245.382.000 240.236.420 97,90 

 b. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

86.598.000 16.117.200 18,61 

 c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, 
dan Irigasi 

375.366.000 367.499.400 97,90 

JUMLAH BELANJA 24.573.671.300 22.557.644.101 91,80 

 

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2025 : 
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Tabel. 2 3 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

URAIAN ANGGARAN 
(Rp.) 

REALISASI 
(Rp.) 

% 

(1) (2)  (3)  (4) 

DINAS PERINDUSTRIAN 
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA 
KECIL DAN MENENGAH   

 24.573.671.300    22.557.929.601    91,80  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  

              
71.330.000  

             
67.975.679  

                                
95,30  

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah  

              
71.330.000  

             
67.975.679  

                                
95,30  

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  

              
71.330.000  

             
67.975.679  

                                
95,30  

PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI  

              
13.066.000  

             
13.010.735  

                                
99,58  

Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota  

              
13.066.000  

             
13.010.735  

                                
99,58  

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota  

              
13.066.000  

             
13.010.735  

                                
99,58  

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
PERKOPERASIAN  

           
283.912.000  

          
283.799.169  

                                
99,96  

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 
Bagi Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota  

           
283.912.000  

          
283.799.169  

                                
99,96  

Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian serta 
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  

           
283.912.000  

          
283.799.169  

                                
99,96  

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN KOPERASI  

           
470.208.000  

          
470.148.335  

                                
99,99  

Pemberdayaan dan Perlindungan 
Koperasi yang Keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota  

           
470.208.000  

          
470.148.335  

                                
99,99  

Pemberdayaan Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota  

           
470.208.000  

          
470.148.335  

                                
99,99  

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 
USAHA MIKRO (UMKM)  

              
62.817.000  

             
60.733.289  

                                
96,68  

Pemberdayaan Usaha Mikro yang 
Dilakukan Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para Pemangku 
Kepentingan  

              
62.817.000  

             
60.733.289  

                                
96,68  

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha 
Mikro  

              
54.782.000  

             
52.731.886  

                                
96,26  

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan                                                                  
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Pengembangan Usaha Mikro  8.035.000  8.001.403  99,58  

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  
      

3.979.120.000  
     

3.683.833.659  
                                

92,58  

Pengembangan Usaha Mikro dengan 
Orientasi Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Kecil  

      
3.979.120.000  

     
3.683.833.659  

                                
92,58  

Pengembangan Usaha Mikro  
      

3.979.120.000  
     

3.683.833.659  
                                

92,58  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  

   
12.151.528.300  

  10.579.841.700  
                                

87,07  

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

              
60.932.000  

             
60.473.496  

                                
99,25  

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah  

              
43.227.000  

             
42.934.513  

                                
99,32  

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
              

17.705.000  
             

17.538.983  
                                

99,06  

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah  

   
10.897.994.300  

     
9.437.783.725  

                                
86,60  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
   

10.897.994.300  
     

9.437.783.725  
                                

86,60  

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
           

180.280.000  
          

180.124.223  
                                

99,91  

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  

                 
9.000.000  

                
8.999.737  

                             
100,00  

Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
              

57.680.000  
             

57.657.600  
                                

99,96  

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan  

              
45.000.000  

             
44.999.964  

                             
100,00  

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan  

                 
3.500.000  

                
3.492.000  

                                
99,77  

Penyediaan Bahan/Material  
              

13.500.000  
             

13.494.952  
                                

99,96  

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD  

              
48.000.000  

             
47.958.470  

                                
99,91  

 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD  

                 
3.600.000  

                
3.521.500  

                                
97,82  

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

              
53.000.000  

             
50.924.350  

                                
96,08  

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
              

53.000.000  
             

50.924.350  
                                

96,08  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  

           
648.038.000  

          
542.081.383  

                                
83,65  

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
                 

2.000.000  
                

1.850.000  
                                

92,50  

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik  

           
621.986.000  

          
516.290.883  

                                
83,01  

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

              
15.000.000  

             
14.898.000  

                                
99,32  

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor  

                 
9.052.000  

                
9.042.500  

                                
99,90  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 

           
311.284.000  

          
308.454.523  

                                
99,09  
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Daerah  

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan  

           
206.608.000  

          
205.541.023  

                                
99,48  

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya  

           
104.676.000  

          
102.913.500  

                                
98,32  

PROGRAM PENINGKATAN SARANA 
DISTRIBUSI PERDAGANGAN  

      
5.097.611.000  

     
4.995.686.358  

                                
98,00  

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan  

      
4.459.836.000  

     
4.360.883.382  

                                
97,78  

Penyediaan Sarana Distribusi 
Perdagangan  

      
2.181.724.000  

     
2.099.630.945  

                                
96,24  

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan  

      
2.278.112.000  

     
2.261.252.437  

                                
99,26  

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya  

           
637.775.000  

          
634.802.976  

                                
99,53  

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola 
Sarana Distribusi Perdagangan  

           
486.332.000  

          
484.926.228  

                                
99,71  

Pemberdayaan Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan  

           
151.443.000  

          
149.876.748  

                                
98,97  

PROGRAM STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 
BARANG PENTING  

           
110.833.000  

          
110.449.007  

                                
99,65  

Menjamin Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  

              
22.500.000  

             
22.423.138  

                                
99,66  

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  

              
22.500.000  

             
22.423.138  

                                
99,66  

Pengendalian Harga, dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  

              
88.333.000  

             
88.025.869  

                                
99,65  

Pemantauan Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi 
dalam Sistem Informasi Perdagangan  

              
88.333.000  

             
88.025.869  

                                
99,65  

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR  
           

128.703.000  
          

128.061.011  
                                

99,50  

Penyelenggaraan Promosi Dagang 
Melalui Pameran Dagang dan Misi 
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota  

           
128.703.000  

          
128.061.011  

                                
99,50  

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan  

           
128.703.000  

          
128.061.011  

                                
99,50  

PROGRAM STANDARDISASI DAN 
PERLINDUNGAN KONSUMEN  

           
127.350.000  

          
127.328.423  

                                
99,98  

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  

           
127.350.000  

          
127.328.423  

                                
99,98  

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 
Tera, Tera Ulang  

           
127.350.000  

          
127.328.423  

                                
99,98  
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PROGRAM PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI  

      
1.181.827.000  

     
1.155.105.387  

                                
97,74  

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan 
Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri  

      
1.181.827.000  

     
1.155.105.387  

                                
97,74  

Pelaksanaan Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat 
Kabupaten/Kota  

      
1.181.827.000  

     
1.155.105.387  

                                
97,74  

PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI  

           
833.580.000  

          
820.661.873  

                                
98,45  

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  

           
833.580.000  

          
820.661.873  

                                
98,45  

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri  

              
81.510.000  

             
80.249.018  

                                
98,45  

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sumber 
Daya Industri  

              
82.271.000  

             
82.140.822  

                                
99,84  

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri  

              
82.686.000  

             
82.579.272  

                                
99,87  

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 
Peran Serta Masyarakat  

           
587.113.000  

          
575.692.761  

                                
98,05  

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI  

              
51.723.000  

             
51.242.331  

                                
99,07  

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin 
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin 
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan Kabupaten/Kota  

              
51.723.000  

             
51.242.331  

                                
99,07  

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
terhadap Perizinan Berusaha sektor 
perindustrian yang menjadi kewenangan 
Kabupaten/Kota  

              
51.723.000  

             
51.242.331  

                                
99,07  

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  

              
10.063.000  

             
10.052.645  

                                
99,90  

Penyediaan Informasi Industri untuk 
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  

              
10.063.000  

             
10.052.645  

                                
99,90  

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data Kawasan 
Industri serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 
Industri Nasional (SIINas)  

              
10.063.000  

             
10.052.645  

                                
99,90  

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah 

ditetapkan. 

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran 

yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 antara lain : 
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Pendapatan : 

Dari tiga objek pendapatan retribusi di atas, secara kesuluruhan target tercapai lebih 

dari 100% yaitu retribusi pelayanan pasar mencapai 108,39%, retribusi pemakaian 

ruangan mencapai 102,93% dan retribusi pelayanan tempat 

penginapan/pesanggrahan/villa mencapai 102,33%. Namun dari objek pendapatan 

retribusi pelayanan pasar, ada satu UPTD yang tidak mencapai target hal ini 

disebabkan pendapatan retribusi pelayanan pasar belum maksimal karena sebagian 

besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (Tutup dan tidak aktif berjualan) 

hal ini berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Untuk 

retribusi kios dan los terdapat tunggakan pedagang sehingga berpengaruh terhadap 

penurunan penerimaan pendapatan.  

Belanja : 

Sesuai realisasi pada sub kegiatan sebagaimana table tersebut diatas, maka ada 

beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih rendah diantaranya sebagai berikut: 

Tabel. 2 4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja 

Uraian Anggaran Realisasi Rasio Permasalahan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

10.897.994.300 9.437.783.725  86,60 CPNS 
dianggarkan 
mulai Januari, 
realisasi mulai 
bulan Juni 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

621.986.000 516.290.883  83,01 Bersifat 
penyediaan 
berupa 
pembayaran atas 
tagihan listrik, air, 
telepon/internet 
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BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan 

3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran 

1. Pendapatan - LRA 

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp.6.526.961.000,00 

terealisasikan sebesar Rp.7.060.645.669,00 atau 108,17% dari target yang 

ditetapkan.   

Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan 

 

Pendapatan 
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

Lebih/ 
Kurang 

(Rp) 
% 

Realisasi 
2024 
(Rp) 

Pendapatan 
Asli Daerah 

6.526.961.000 7.060.645.669 533.384.669 108,17 7.322.096.932 

 

Pendapatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 telah melebihi target 

sebesar 100% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 

mengalami penurunan  sebesar Rp.261.451.263,00 atau 3,57%. 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.7.060.645.669,00 terdiri dari : 

Tabel 3. 2 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli 
Daerah 

2025 
% 

Realisasi 2024 
(Audited) 

(Rp) 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Pajak Daerah         

Retribusi Daerah  6.279.720.000  6.806.319.669  108.39  7.232.868.182 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

247.241.000  
 

254.326.000  102,87 89.228.750 

Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

  
- 
  
 

-  - - 

Jumlah 6.526.961.000  7.060.645.669  108.17  7.322.096.932 
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1) Retribusi Daerah 

Anggaran  Realisasi 

Rp. 6.279.720.000,00  Rp.  6.806.319.669,00 

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen sebesar 

Rp6.279.720.000,00 terdiri dari : 

Tabel 3. 3 Rincian Retribusi Daerah yang dikelola Dinas 

Retribusi 

Tahun 2025 

% 

Realisasi 
2024 

(Audited)  
 (Rp) 

Target (Rp) 
Realisasi 

(Rp) 

Retribusi Pelayanan Pasar 
6.279.720.000 6.806.319.669 108,39 

7.232.686.18
2 

Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

222.321.000 228.826.000 102,93 64.178.750 

Retribusi Tempat 
Penginapan/ 
Pesanggrahan/ Villa 
/Ruangan 

24.920.000 25.500.000 102.33 25.050.000 

JUMLAH 6.526.961.000 7.060.645.669 108.17 7.322.096.932 

 

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 108,17%, mengalami penurunan 

sebesar 17,39% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2024  sebesar 

Rp.7.322.096.932,00.  

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target pendapatan adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan penelusuran kepada pemilik kios yang tidak aktif (tutup dan tidak 

membayar) agar aktif berjualan/buka secara rutin dan membayar retribusinya. 

2. Untuk Los maupun lesehan (harian) yang berjualan berkala dihimbau ke 

pedagang untuk berjualan secara rutin/tiap hari. 

3. Penagihan tunggakan kios/Los. 

4. Untuk meningkatkan pendapatan pedagang dilakukan kegiatan “SELARAS” 

Sengkuyung Nglarisi Pasar 

5. Penerapan E-Retribusi. 

6. Penerapan retribusi bulanan pedagang kios dan sisitem sewa untuk pedagang 

kios. 

7. Mengupayakan kepercayaan dan kenyamanan pengunjung pasar sehingga 

mau berbelanja di pasar dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan 

lingkungan pasar. 
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2. Belanja – LRA 

Realisasi Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil 

Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.22.812.644.101,00 atau 92.83% dari anggaran sebesar Rp.24.573.671.300,00. 

Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 tersaji sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi 2025 

URAIAN 

2025 

% 

Realisasi 
2024 

 (Audited)  
 (Rp) 

Anggaran 
 (Rp) 

Realisasi 
 (Rp) 

Belanja Operasi         

1. Belanja Pegawai 10.897.994.300 9.437.783.725 86,60 9.063.228.615 

2. Belanja Barang 
dan jasa 

11.237.331.000 11.020.077.356 98,06 
11.203.293.279 

3. Belanja Subsidi 1.261.000.000 1.006.285.500 79,80 1.447.997.750 

4. Belanja Hibah 470.000.000 469.930.000 99,98 1.298.246.500 

Jumlah Belanja 

Operasi 

23.866.325.300 21.934.076.581 91,90 
 

23.012.766.144 

Belanja Modal     

1. Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

245.382.000 240.236.420 97,90 3.145.756.000 

2. Belanja Modal 
Gedung dan 

86.598.000 16.117.200 18,61 7.151.871.500 

3. Belanja Modal 
Jalan Irigasi 
Jaringan  

375.366.000 367.499.400 97,90 0 

4. Belanja Modal 
Aset Lainnya 

0 0 0 39.387.240 

Jumlah Belanja 
Modal  

707.346.000 623.853.020 88,19 10.337.014.740 

JUMLAH 
BELANJA 

24.573.671.300 22.557.929.601 91,79 33.349.780.884 
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Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 

2025 dengan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 

Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.10.537.136.783,00 

(31,59%) 

Dengan rincian : 

Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 3,58%%,   

Belanja Modal mengalami penurunan 93,96%.  

a) Belanja Operasi  

Realisasi belanja operasi 2025 sebesar Rp.21.934.076.581,00 mencapai 

91,90% dari anggaran sebesar Rp.23.866.325.300,00 apabila dibandingkan 

dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp.23.012.766.144,00 mengalami   

penurunan sebesar 4,69%. 

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, 

Belanja Subsidi dan Belanja Hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja 

Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah Tahun 

Anggaran 2025 tersaji sebagai berikut : 

Tabel 3. 5 Rincian Belanja 

 

URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

BELANJA OPERASIONAL       

BELANJA OPERASI 23.866.325.300 21.934.076.581 91,90 

Belanja Pegawai 10.897.994.300 9.437.783.725 86,60 

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.039.988.300 5.906.179.172 83,89 

Belanja Gaji Pokok ASN 4.880.267.000 4.427.694.500 90,73 

Belanja Gaji Pokok PNS 4.713.345.000 
      
4.262.774.500  

90,44 

Belanja Gaji Pokok PPPK 166.922.000          164.920.000  98,80 

Belanja Tunjangan Keluarga ASN 540.295.000          407.449.014  75,41 

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 496.923.000          401.169.958  80,73 

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 43.372.000 
              

6.279.056  
14,48 

Belanja Tunjangan Jabatan ASN 183.855.000 148.290.000 80,66 

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 183.855.000          148.290.000  80,66 

Belanja Tunjangan Fungsional ASN 368.249.000 131.840.000 35,80 

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 368.249.000          131.840.000  35,80 

Belanja Tunjangan Fungsional Umum 
ASN 

269.864.000 165.500.000 61,33 

Belanja Tunjangan Fungsional Umum 
PNS 

269.864.000          165.500.000  61,33 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

Belanja Tunjangan Beras ASN 286.734.000 241.013.760 84,05 

Belanja Tunjangan Beras PNS 278.432.000          233.916.600  84,01 

Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.302.000 
                   

7.097.160  
85,49 

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 
Khusus PNS 

58.989.000 50.698.823 85,95 

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 
Khusus PNS 

58.989.000            50.698.823  85,95 

Belanja Pembulatan Gaji ASN 123.300                    59.595  48,33 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 119.300 
                    

56.191  
47,10 

Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.000 
                      

3.404  
85,10 

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 
ASN 

392.168.000 296.997.777 75,73 

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 
PNS 

353.220.000          291.128.097  82,42 

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 
PPPK 

38.948.000 
              

5.869.680  
15,07 

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja ASN 

14.861.000 9.158.976 61,63 

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja PNS 

14.465.000 
              

8.819.712  
60,97 

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja PPPK 

396.000                  339.264  85,67 

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 44.583.000 27.476.727 61,63 

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.395.000 
            

26.458.947  
60,97 

Belanja Iuran Jaminan Kematian 
PPPK 

1.188.000 
              

1.017.780  
85,67 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.839.006.000 3.513.393.365 91,52 

 Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Beban Kerja ASN 

3.625.006.000 3.305.495.288 91,19 

Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Beban Kerja PNS 

3.625.006.000 
      

3.305.495.288  
91,19 

Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

214.000.000 207.898.077 97,15 

Belanja Insentif bagi ASN atas 
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pelayanan Pasar 

205.000.000          201.579.012  98,33 

Belanja Insentif bagi ASN atas 
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Pemakaian Kekayaan Daerah 

8.000.000 
              

5.446.865  
68,09 

Belanja Insentif bagi ASN atas 
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Tempat 
Penginapan/Pesanggrahan/Vila 

1.000.000                  872.200  87,22 

 Belanja Gaji dan Tunjangan 19.000.000 18.211.188 95,85 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

KDH/WKDH 

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas 
Pemungutan Retribusi Daerah bagi 
KDH/WKDH 

19.000.000 18.211.188 95,85 

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas 
Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
Pelayanan Pasar 

19.000.000 
            

18.211.188  
95,85 

Belanja Barang dan Jasa 11.237.331.000 11.020.077.356 98,07 

Belanja Barang 3.536.013.000 3.488.809.645 98,67 

Belanja Barang Pakai Habis 3.518.206.000 3.471.056.445 98,66 

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 
Konstruksi 

1.920.000 1.917.500 99,87 

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 
Pelumas 

580.543.000          568.607.395  97,94 

Belanja Bahan-Bahan Baku 559.000                  558.000  99,82 

Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam 
Kebakaran 

81.256.000 
            

80.753.000  
99,38 

Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.576.000 
            

22.531.936  
99,80 

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 
Lainnya 

65.480.000 
            

65.434.000  
99,93 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Alat Tulis Kantor 

123.568.000          123.483.896  99,93 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Kertas dan Cover 

95.391.000 
            

95.037.338  
99,63 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor- Bahan Cetak 

175.576.000          175.498.320  99,96 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Benda Pos 

6.382.000 
              

6.365.000  
99,73 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Bahan Komputer 

85.942.000 
            

85.528.690  
99,52 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Perabot Kantor 

45.742.000 
            

45.629.400  
99,75 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Alat Listrik 

10.540.000 
            

10.539.237  
99,99 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor Lainnya 

25.287.000 
            

24.895.460  
98,45 

 Belanja Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 

1.568.721.000      1.536.206.603  97,93 

Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.577.000 
              

2.576.470  
99,98 

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 595.986.000          595.348.700  99,89 

Belanja Makanan dan Minuman 
Jamuan Tamu 

30.160.000 
            

30.145.500  
99,95 

Belanja Aset Tetap yang Tidak 
Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 

17.807.000 17.753.200 99,70 

Belanja Peralatan dan Mesin-Alat 12.590.000             99,64 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

Kantor dan Rumah Tangga-Alat 
Rumah Tangga-Alat Pembersih 

12.545.200  

Belanja Peralatan dan Mesin-Alat 
Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-
Sepatu Lapangan 

5.217.000 
              

5.208.000  
99,83 

Belanja Jasa 5.636.505.000 5.487.590.940 97,36 

Belanja Jasa Kantor 4.700.953.000 4.564.335.714 97,09 

 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 
Tidak Menghasilkan Pendapatan 

4.741.000 
              

4.650.000  
98,08 

Honorarium Narasumber atau 
Pembahas, Moderator, Pembawa 
Acara, dan Panitia 

120.300.000          120.200.000  99,92 

Belanja Jasa Tenaga Penanganan 
Prasarana dan Sarana Umum 

63.480.000 
            

63.480.000  
100,00 

Belanja Jasa Tenaga Ahli 381.000.000          381.000.000  100,00 

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.568.896.000 
      

1.553.435.125  
99,01 

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.183.064.000 
      

1.181.101.778  
99,83 

Belanja Jasa Tenaga Supir 24.732.000 
            

24.732.000  
100,00 

Belanja Jasa Juri 
Perlombaan/Pertandingan 

2.800.000 
              

2.100.000  
75,00 

Belanja Jasa Tata Rias 1.400.000 
              

1.400.000  
100,00 

Belanja Jasa Konversi 
Aplikasi/Sistem Informasi 

28.247.000 
            

28.063.830  
99,35 

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 420.884.000          419.858.700  99,76 

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 37.700.000 
            

37.305.000  
98,95 

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 
Pemotretan 

1.000.000 
              

1.000.000  
100,00 

Belanja Tagihan Telepon 33.162.000 
            

24.543.111  
74,01 

Belanja Tagihan Air 4.664.000 
              

2.736.700  
58,68 

Belanja Tagihan Listrik 625.302.000          529.812.678  84,73 

Belanja Langganan Jurnal/Surat 
Kabar/Majalah 

3.500.000 
              

3.492.000  
99,77 

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 
Berlangganan 

19.924.000 
            

19.062.692  
95,68 

Belanja Paket/Pengiriman 150.000 
                               

-    
0,00 

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 
Perizinan 

32.447.000 
            

31.401.000  
96,78 

Belanja Lembur 118.442.000          118.113.600  99,72 

Belanja Honorarium 
Penanggungjawaban Pengelola 

18.090.000            16.360.000  90,44 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

Keuangan 

Belanja Honorarium Pengadaan 
Barang/Jasa 

7.028.000                  487.500  6,94 

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.545.000            12.096.001  83,16 

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja bagi Non ASN 

7.202.000 
              

5.376.000  
74,65 

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi 
Non ASN 

7.343.000 
              

6.720.001  
91,52 

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 608.647.000 601.259.600 98,79 

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 
Penumpang 

21.000.000 
            

20.900.000  
99,52 

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 
Angkutan Barang 

7.875.000 
              

7.875.000  
100,00 

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 
Khusus 

15.000.000 
            

15.000.000  
100,00 

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 95.616.000 
            

95.360.100  
99,73 

Belanja Sewa Alat Rumah Tangga 
Lainnya (Home Use) 

458.764.000          452.264.500  98,58 

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.392.000 
              

9.860.000  
94,88 

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.860.000 16.440.000 97,51 

Belanja Sewa Bangunan Gedung 
Tempat Pertemuan 

4.260.000 
              

3.840.000  
90,14 

Belanja Sewa Hotel 12.600.000 
            

12.600.000  
100,00 

Belanja Jasa Konsultansi Non 
Konstruksi 

215.000.000 212.959.625 99,05 

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 
Bidang-Perindustrian dan 
Perdagangan 

65.000.000 
            

63.822.800  
98,19 

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 
Layanan-Jasa Studi Penelitian dan 
Bantuan Teknik 

150.000.000 
              

149.136.825  
99,42 

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis serta Pendidikan 
dan Pelatihan 

80.500.000            80.500.000  100,00 

Belanja Sosialisasi 80.500.000 
            

80.500.000  
100,00 

Belanja Pemeliharaan 
          

1.489.452.000  
            

1.486.919.227  
99,83 

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin 

376.201.000 376.073.977 99,97 

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor 
Perorangan 

120.400.000          120.389.977  99,99 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 1.800.000               94,44 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Mebel 

1.700.000  

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 
Use) 

246.901.000          246.884.000  99,99 

Belanja Pemeliharaan Komputer-
Komputer Unit-Personal Computer 

3.650.000 
                   

3.650.000  
100,00 

Belanja Pemeliharaan Komputer-
Peralatan Komputer-Peralatan 
Komputer Lainnya 

3.450.000 
              

3.450.000  
100,00 

Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 

1.113.251.000 1.110.845.250 99,78 

Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Gedung-Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung Kantor 

1.113.251.000 
      

1.110.845.250  
99,78 

Belanja Perjalanan Dinas 404.611.000 404.007.544 99,85 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri 

404.611.000 404.007.544 99,85 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 404.611.000          404.007.544  99,85 

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat 

170.750.000 152.750.000 89,46 

 Belanja Uang yang Diberikan kepada 
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

170.750.000 152.750.000 89,46 

Belanja Hadiah yang Bersifat 
Perlombaan 

30.750.000 
            

12.750.000  
41,46 

Belanja Penghargaan atas Suatu 
Prestasi 

140.000.000 140.000.000 100,00 

Belanja Subsidi 1.261.000.000 1.006.285.500 79,80 

Belanja Subsidi kepada BUMD 1.261.000.000      1.006.285.500  79,80 

Belanja Subsidi kepada BUMD 1.261.000.000      1.006.285.500  79,80 

Belanja Subsidi kepada BUMD 1.261.000.000 
      

1.006.285.500  
79,80 

Belanja Hibah 470.000.000          469.930.000  99,98 

Belanja Hibah kepada Badan, 
Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang Berbadan 
Hukum Indonesia 

470.000.000 469.930.000 99,98 

Belanja Hibah kepada Badan dan 
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 
Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan 

70.000.000 69.930.000 99,90 

Belanja Hibah Barang kepada Badan 
dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 
Berdasarkan Peraturan Perundang-

70.000.000 
            

69.930.000  
99,90 
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URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 
Realisasi 

(Rp.) 
% 

Undangan 

Belanja Hibah kepada Koperasi 400.000.000 400.000.000 100,00 

Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 400.000.000          400.000.000  100,00 

JUMLAH BELANJA OPERASI 23.866.325.300 21.934.076.581 92,97 
 
 

1. Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.9.437.783.725,00 terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 

Rp5.906.179.172,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar 

Rp.3.513.393.365,00 dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/KDWH 

Rp.18.211.188,00. 

 

 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.11.020.077.356,00 terdiri dari Belanja Barang sebesar 

Rp.3.488.809.645,00 , Belanja Jasa sebesar Rp.5.487.590.940,00, Belanja 

Pemeliharaan Sebesar Rp.1.486.919.227,00, Belanja Perjalanan Dinas 

sebesar Rp.404.007.544,00, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 

Rp.152.750.000,00.  

3. Belanja Subsidi 

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.1.006.285.500,00. Terdiri atas Belanja Subsidi Bunga bagi KUKM 

sebesar Rp.400.000.000,00 dan Belanja Subsidi Harga Kebutuhan Pokok 

Masyarakat Rp.606.285.500,00. 

4. Belanja Hibah 

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.469.930.000,00. Dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3. 6 Realisasi Belanja Hibah 2025 

No Uraian 
Jumlah Beban 

Rp. 
Penerima 

1 2 3 4 
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Hibah Uang : 

  
1 Program Pemberdayaan 

dan Perlindungan 
Koperasi, Kegiatan 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota, Sub 
Kegiatan Pemberdayaan 
Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah 
Kabupaten/Kota 

100.000.000,00 Koperasi Konsumen 
Amanah Wiranu Kuwarasan, 
Jl. Kauman RT 01 RW 02, 
Desa Kuwarasan, 
Kecamatan Kuwarasan 

2 Program Pemberdayaan 
dan Perlindungan 
Koperasi, Kegiatan 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota, Sub 
Kegiatan Pemberdayaan 
Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah 
Kabupaten/Kota 

100.000.000,00 Koperasi Konsumen Multi 
Pihak Selaras Jigi Makmur, 
Jl. Adikarto, Dusun 
Gumiwang 1 RT 003 RW 
001, Desa Giwangretno, 
Kecamatan Sruweng 

3 Program Pemberdayaan 
dan Perlindungan 
Koperasi, Kegiatan 
Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota, Sub 
Kegiatan Pemberdayaan 
Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah 
Kabupaten/Kota 

200.000.000,00 Koperasi Serba Usaha " 
ARTA JAYA ", Dukuh 
Tanuraksan RT 04 RW I, 
Desa Gemeksekti, 
Kecamatan Kebumen 

 
Jumlah Hibah Uang 400.000.000,00  

 
Hibah Barang :   

1 Kegiatan Penyusunan dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 
Sub kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri 

69.930.000,00 Perkumpulan Genteng 
Sokka Kebumen 
RT 01 RW 01 Desa 
Sruweng, Kecamatan 
Sruweng, Kabupaten 
Kebumen 

 
Jumlah Hibah Barang 69.930.000,00  

 
Jumlah Semua 469.930.000,00   
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b) Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp.623.853.020,00 atau tercapai 

88,19% dari anggaran sebesar Rp.707.346.000,00. Dibandingkan realisasi 

Tahun 2024 sebesar Rp.10.337.014.740,00  realisasi mengalami penurunan 

sebesar 93,96%. 

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut :  

Tabel 3. 7 Rincian Realisasi Belanja Modal 

URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  %  

BELANJA MODAL 707.346.000 623.853.020       88,19  

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.382.000 240.236.420       97,90  

Belanja Modal Alat Angkutan 31.019.000 31.008.000       99,96  

Belanja Modal Kendaraan Tak 
Bermotor Angkutan Barang 

31.019.000 31.008.000       99,96  

Belanja Modal Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

161.462.000 158.210.070       97,99  

Belanja Modal Alat Kantor 91.670.000 89.831.850       97,99  

Belanja Modal Alat Penyimpan 
Perlengkapan Kantor 

41.826.000 41.308.200       98,76  

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 49.844.000 48.523.650       97,35  

Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.792.000 68.378.220       97,97  

 Belanja Modal Mebel 62.457.000 61.307.520       98,16  

 Belanja Modal Alat Pemadam 
Kebakaran 

7.335.000 7.070.700       96,40  

Belanja Modal Peralatan Proses/ 
Produksi 

6.971.000 6.970.000       99,99  

Belanja Modal Unit Peralatan 
Proses/Produksi 

6.971.000 6.970.000       99,99  

Belanja Modal Unit Peralatan 
Proses/Produksi Lainnya 

6.971.000 6.970.000       99,99  

Belanja Modal Alat Studio, 
Komunikasi, dan Pemancar 

9.933.000 9.933.000     100,00  

Belanja Modal Alat Studio 9.933.000 9.933.000     100,00  

Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.933.000 9.933.000     100,00  

Belanja Modal Komputer 35.997.000 34.115.350       94,77  

Belanja Modal Personal Computer 35.607.000 33.727.350       94,72  

Belanja Modal Peralatan Personal 
Computer 

390.000 388.000       99,49  

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

86.598.000 16.117.200       18,61  

Belanja Modal Bangunan Gedung 86.598.000 16.117.200       18,61  

Belanja Modal Bangunan Gedung 
Tempat Kerja 

86.598.000 16.117.200 
           

18,61  

Belanja Modal Bangunan Gedung 
Pertokoan/Koperasi/Pasar 

70.000.000 0              -    

Belanja Modal Bangunan Gedung 
Tempat Kerja Lainnya 

16.598.000 16.117.200       97,10  

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 375.366.000 367.499.400       97,90  
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Irigasi 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 375.366.000 367.499.400       97,90  

Belanja Modal Jalan 375.366.000 367.499.400       97,90  

Belanja Modal Jalan Lainnya 375.366.000 367.499.400       97,90  

JUMLAH BELANJA MODAL       707.346.000        623.853.020        88,19  

 

Belanja Modal yang realisasinya tertinggi sebesar 97.90% adalah Belanja 

Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, 

sedangkan Belanja Modal yang realisasinya terendah yaitu Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan dengan realisasi 18.61%.  

3.1.2 Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, 

beban LO dan surpus/defisit LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

 

1. Pendapatan – LO 

Definisi dari Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambahan ekuitas pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan-LO 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.343.922.258,00 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan-LO 

No Pendapatan–LO 2025 (Rp) 
Realisasi 2024 
(Audited) (Rp) 

1 PAD – LO 7.343.922.258,00 8.536.021.024,67 

2 Transfer – LO 0,00 0,00 

3 
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – 
LO 

0,00 0,00 

Jumlah 7.343.922.258,00 8.536.021.024,67 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2025 turun sebesar 

(Rp.1.192.098.766,67) atau sebesar 13,97% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Rincian Pendapatan LO Tahun 2025 : 

Pendapatan Tahun 2025  Rp. 7.060.645.669,00 
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Piutang Tahun 2025   Rp. 2.160.236.201,00 

Jumlah     Rp. 9.220.881.870,00 

Piutang Tahun 2024   Rp. 1.876.959.613,00 

Jumlah Pendapatan LO   Rp. 7.343.922.258,00 

 

2. Beban – LO 

Definisi Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. 

Beban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 

Rp.22.053.266.283,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3. 9 Rincian Beban Tahun Anggaran 2025 dan 2024 

Uraian Tahun 2025 Tahun 2024 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% 

 BEBAN 22.053.266.283,00 23.364.250.017,12 (5,61)  

 Beban Operasi 22.053.266.283,00 23.364.250.017,12 (5,61)  

 Beban Transfer 0,00 0,00 0  

 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0  

Total Beban 22.053.266.283,00 23.364.250.017,12 (5,61)  

 

a. Beban Operasi 

Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp.22.053.266.283,00 terdiri dari : 

Tabel 3. 10 Beban Operasi 

No Beban 
2025 
(Rp) 

2024 
(Rp) 

Kenaikan/ 
Penurunan 

(%) 

1 Beban Pegawai 9.192.966.211,00 9.060.617.740,00 1,46 

2 Beban  barang dan  

jasa 11.040.601.201,00 11.100.341.870,00 (0,54) 

3 Beban Subsidi 
1.006.285.500,00 1.447.997.750,00 (30,51) 

4 Beban Hibah 
469.930.000,00 1.298.246.500,00 (63.80) 

5 Beban Penyisihan 

Piutang 343.483.371,00   457.046.157,12   (24,85) 

 Jumlah 22.053.266.283,00 23.364.250.017,12 (5,51) 
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Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO tahun 2025 turun 5,61% 

dibandingkan tahun 2024. 

1. Beban Pegawai 

Beban Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp.9.192.966.211,00 naik sebesar (1,46)%. 

2. Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 

sebesar Rp.11.040.601.201,00 turun sebesar 0,54%. 

 

 

3. Beban Subsidi 

Beban subsidi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp.1.006.285.500,00 turun sebesar 30,51%. 

4. Beban Hibah 

Beban Hibah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp.469.930.000,00 turun sebesar 63,80 %. 

5. Beban Penyisihan Piutang 

Beban Penyisihan Piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 

Anggaran 2025 sebesar Rp. 343.483.371,00 turun sebesar (24,85)%. 

 Tabel 3. 11 Rincian Beban Penyisihan Piutang 

No Jenis Beban 
2025 
(Rp) 

2024 
 (Rp) 

1 Beban Penyisihan Piutang 
Pendapatan  

343.483.371,00 457.046.157,12 

2 Beban Penyisihan Piutang 
Lainnya 

0,00 0,00 

 Jumlah 343.483.371,00 457.046.157,12 

 

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.7.261.796.230,22. 
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Tabel 3. 12 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 

No Jenis Beban 
2025 
(Rp) 

2024 
 (Rp) 

1 
Beban Penyusutan 
Peralatan dan Mesin 

1.678.736.195,22  1.442.527.311,00  

2 
Beban Penyusutan Gedung 
dan Bangunan 

5.533.224.698,00  5.177.827.236,00  

3 
Beban Penyusutan Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

49.835.337,00  48.110.170,00  

4 
Beban Amortisasi Aset 
Tdak Berwujud 

0,00  29.853.542,00  

Jumlah  7.261.796.230,22   6.698.318.259,00  

 

c. Surplus/Defisit–LO 

Surplus/defisit–LO untuk tahun 2025 sebesar Rp.(21.971.140.255,22) atau 

turun sebesar 2,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 

Rp.(21.526.547.251,45). 

 

3.1.3 Neraca 

1. Aset 

a. Aset Lancar 

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp.423.411.960,00 dan Rp.501.029.690,00. Aset lancar 

merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau 

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan. 

Rincian  Aset Lancar  pada  Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per 31 

Desember 2025, disajikan pada Tabel berikut. 

                                Tabel 3. 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 

No Aset Lancar 2025 2024 

1 Kas dan Setara Kas 0.00  0.00  

2 Piutang Retribusi 
Daerah 

2.160.236.201.00  1.876.959.612.00  

3 Penyisihan Piutang (1.892.597.501.00) (1.549.114.130.00) 

4 Persediaan 155.773.260,00  173.184.208,00  

  Jumlah 423.411.960.00 501.029.690.00 

 
1) Kas dan Setara Kas 

a) Kas di Bendahara Pengeluaran 



28 

 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, saldo ini 

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab 

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak yang 

belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke OPD. per 

tanggal neraca. 

Tabel 3.14 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 

No SKPD 
Nilai 

(Rp) 

Tanggal Penyetoran 

ke Kas Daerah 

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Kebumen 

0,00  

 Jumlah 0,00  

b) Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 

dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di 

Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada 

dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya 

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan 

pendapatan lain yang sah. 

Per 31 Desember 2025 masih terdapat Kas di Bendahara Penerimaan 

yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.15 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 

No SKPD 
Nilai 

(Rp) 

Tanggal Penyetoran 

ke Kas Daerah 

1. Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen 

0,00  

 Jumlah 0,00  

 

2) Piutang 
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a) Piutang Pendapatan 

Saldo Piutang pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp1.876.959.612,00 penambahan piutang Tahun Anggaran 2025 

sebesar Rp.535.277.400,00 pengurangan piutang sebesar 

Rp.252.000.811,00 dan saldo akhir piutang per 31 Desember 2025 

menjadi sebesar Rp2.160.236.201,00 terdiri dari : 

Tabel 3.16 Rinciam Piutang Pendapatan 

 

Piutang Daerah Tahun 2025 (Rp) 
Tahun 2024 

(Audited) (Rp) 

1 Piutang Pendapatan  0,00  0,00 

 a Piutang Pajak 0,00  0,00 

 b Piutang Retribusi 2.160.236.201,00 1.876.959.612,00 

 

 c Piutang Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang 
dipisahkan 

0,00 0,00 

 d Piutang Lain-Lain PAD 
yang sah 

0,00 0,00 

2 Piutang Lainnya 0,00 0,00 

Jumlah 2.160.236.201,00 1.876.959.612,00 

 

b) Piutang Retribusi Daerah 

Piutang Retribusi Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten 

Kebumen yang berasal dari retribusi daerah. Jumlah berikut 

merupakan saldo piutang retribusi yang sudah ada ketetapannya, 

namun belum dibayar per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp2.160.236.201,00 dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.17 Rincian Piutang Retribusi Daerah 

 

Piutang Retribusi 
Tahun 2025 

(Rp) 
Tahub 2024 

(Audited) (Rp) 

Retribusi Pelayanan Pasar 2.160.236.201,00 1.876.959.612,00 

Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

0,00  0,00  

Jumlah 2.160.236.201,00 1.876.959.612,00 

 

3) Penyisihan Piutang 
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Penyisihan Piutang 2025 Rp.(1.892.597.501,00) dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.18 Rincian Beban Penyisihan Piutang 

No Jenis Beban 
2025 
(Rp) 

2024 
 (Rp) 

1 Beban Penyisihan 
Piutang Pendapatan  

(1.892.597.501,00) 

   

(1.549.114.130,00) 

   

2 Beban Penyisihan 
Piutang Lainnya 

0,00  0,00  

 Jumlah (1.892.597.501,00) (1.549.114.130,00) 

 

4) Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp.155.773.260,00 dan Rp.173.184.208,00. 

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan 

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk 

mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan 

sebesar Rp.155.773.260,00 merupakan saldo persediaan yang belum 

habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. 

Tabel 3.18 Rincian Persediaan 

No Persediaan 
Tahun 2025 

(Rp) 

Tahun 2024 
(Audited) 

(Rp) 

1. Bahan lainnya 546.000,00  792.400,00  

2. Alat Tulis Kantor 2.706.200,00  1.772.500,00  

3. Kertas dan Cover  0,00 0,00 

4. Bahan Cetak 149.435.160,00  169.203.808,00  

5. Benda Pos 20.000,00  40.000,00  

6. Bahan Komputer 645.000,00 0,00 

7. Perabot Kantor 0,00 0,00 

8. Alat Listrik 2.420.900,00 1.375.500,00 

9. 
Alat/Bahan untuk Kegiatan 
Kantor Lainnya 0,00 0,00 

Jumlah   155.773.260,00 173.184.208,00 

 

b. Aset Tetap 

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar 

Rp.285.836.418.570,78 dan Rp.264.065.577.093,00. Aset Tetap yang tersaji 



31 

 

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 

dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. 

Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025 dan 2024 

disajikan pada Tabel berikut : 

Tabel 3.19 Rincian Aset Tetap 

No Jenis 2025 2024 

1 Tanah 49.281.601.629,00  33.099.422.941,00  

2 Peralatan dan Mesin 23.322.362.011,00  23.082.513.591,00  

3 Gedung dan Bangunan 281.786.523.777,00  269.543.412.577,00  

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.291.906.150,00  1.924.406.750,00  

5 Aset Tetap Lainnya 125.000,00  125.000,00  

6 Konstruksi dalam 
Pengerjaan 

707.100.011 707.100.011  

7 Akumulasi Penyusutan  (71.553.200.007,22) (64.291.403.777,00) 

Jumlah 285.836.418.570,78 264.065.577.093,00 

 

1) Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 

per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.49.281.601.629,00 dan 

Rp.33.099.422.941,00. 

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 

Saldo per 31 Desember 2024 33.099.422.941,00 

 Mutasi tambah: 0,00  

 Pembelian 0,00    

 Mutasi dari DPUPR  47.616.000,00 

Koreksi tambah Aset 0,00  

Reklasifikasi 16.134.562.688,00 

Total Tambah 16.182.178.688,00 

 Mutasi kurang: 0,00  

Mutasi ke SKPD lain 0,00  

Penghapusan 0,00  

Koreksi kurang 0,00  

Total kurang 0,00  

Saldo per 31 Desember 2025 49.281.912.578,00 

 

Tanah yang tercatat di Neraca Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen terdiri dari : 
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Tabel 3.20 Rincian Tanah 

No Uraian Saldo Awal  Rp. 
Bertambah  

Rp. 
Berkurang  

Rp. 
Saldo Akhir Rp. 

1 Tanah 
OPD 

33.099.422.941,00 16.182.178.688,00  .      0,00 49.281.912.578,00 

  Jumlah 33.099.422.941 16.182.178.688,00          0,00 49.281.912.578,00 

 

Mutasi Tambah sebesar Rp.16.182.178.688,00 terdiri dari sebesar 

Rp.47.616.000,00 dari DPUPR berupa tanah di Jl. Dwikora No 1 

Kutowinangun, Pasar Kutowinangun dan sebesar Rp.16.134.562.688,00 

berupa reklasifikasi  Hak Guna Bangun (HGB) Pasar Wonokriyo Gombong 

dari PT. Karsa Bayu Perkasa. 

2) Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah Rp.23.322.362.011,00 dan Rp.23.082.513.591,00. 

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Saldo per 31 Desember 2024            23.082.513.591,00 

Mutasi tambah:  0,00  

Belanja Modal              240.236.420,00            

Mutasi dari SKPD lain 0,00  

Reklas/koreksi tambah Aset  0,00  

Total tambah              240.236.420,00            

  

Mutasi kurang: 0,00  

Penghapusan 0,00  

Rusak Berat 0,00  

Mutasi ke SKPD lain 0,00  

Koreksi  388.000,00  

Reklas (dari BM Intra ke Ekstra) 0,00  

Total kurang 388.000,00  

Saldo per 31 Desember 2025            23.322.362.011,00 

 

Adapun mutasi tambah sebesar Rp.240.236.420,00 merupakan belanja 

modal pada tahun 2025 dan mutasi keluar sebesar Rp.388.000,00 berupa 

belanja kabel HDMI sebesar Rp.153.000,00 dan Rp.235.000,000 

dikarenakan belanja modal kurang dari Rp.500.000,00 tidak dicatat sebagai 

aset tetap disajikan pada tabel berikut :  

No 
Nama 

Peralatan 
Tahun 

Perolehan 
Vol. Satuan 

Harga 
Perolehan 

Keterangan 
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1 Gerobag 
Tarik 

2025 16 1.938.000   31.008.000  Belanja Modal 
Kendaraan Tak 
Bermotor 
Angkutan 
Barang 

2 Mesin 
Pemotong 
Rumput 

2025 2  3.485.000   6.970.000  Belanja Modal 
Unit Peralatan 
Proses/Produksi 
Lainnya 

3 Papan 
Informasi 
PKL 

2025 1  35.064.900   35.064.900  Belanja Modal 
Alat Kantor 
Lainnya 

4 Brankas 
Exekutive 
Besi SIHT 

2025 1 34.432.200  34.432.200  Belanja Modal 
Alat Penyimpan 
Perlengkapan 
Kantor 

5 Papan Nama 
Kantor 

2025 1 13.458.750  13.458.750  Belanja Modal 
Alat Kantor 
Lainnya 

6 Mebelair 2025 1 61.307.520  61.307.520  Belanja Modal 
Mebel 

7 Alat 
Pemadam 
Kebakaran 
Lain-lain 

2025 1 7.070.700  7.070.700  Belanja Modal 
Alat Pemadam 
Kebakaran 

8 Lemari Buku 
Arsip  

2025 1 1.376.000  1.376.000  Belanja Modal 
Alat Penyimpan 
Perlengkapan 
Kantor 

9 Lemari Kayu 2025 1  5.500.000   5.500.000  Belanja Modal 
Peralatan Studio 
Audio 

10 Horn/Mix 2025 5 800.600  4.003.000  Belanja Modal 
Peralatan Studio 
Audio 

11 Belanja 
Modal Alat 
Stdio/ Sound 
Sistem 
Lapangan 

2025 1 5.362.302  5.362.302 Belanja Modal 
Peralatan Studio 
Audio 

12 Dekstop/mini
treeport 

2025 1 567.698 567.698 Belanja Modal 
Peralatan Studio 
Audio 

13 PC Unit 2025 1  33.727.350   33.727.350  Belanja Modal 
Personal 
Computer 

14 Kabel HDMI 2025 1  153.000   153.000  Belanja Modal 
Peralatan 
Personal 
Computer 

15 Kabel HDMI 2025 1  235.000   235.000  Belanja Modal 
Peralatan 
Personal 
Computer 

Jumlah       240.236.420               

3) Gedung dan Bangunan 
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Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 

Rp.281.786.523.777,00 dan Rp.269.543.412.577,00. Mutasi nilai bangunan 

dan Gedung  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Saldo per 31 Desember 2024                   269.543.412.577,00 

Mutasi tambah:   

Belanja Modal                            16.117.200,00   

Mutasi antar SKPD lain              

Hibah/Inventarisasi  12.226.994.000,00 

Koreksi / Reklas tambah Aset 
 Total Tambah                  12.243.111.200,00   

   Mutasi kurang:   

 Reklas  

 Penghapusan Aset  

Rusak Berat  

Mutasi ke SKPD Lain  

Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)  

Total Kurang  

Saldo per 31 Desember 2025 281.786.523.777,00 

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp.281.786.523.777,00 terdiri dari Saldo Tahun Anggaran 2024  sebesar 

Rp.269.543.412.577,00 ditambah Belanja Modal Tahun 2025 sebesar 

Rp.16.117.200,00 berupa pembangunan pos jaga portabel SIHT dan 

sebesar Rp.12.226.994.000,00 berupa inventarisasi pasar Wonokriyo 

Gombong. 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp.2.291.906.150,00, dan Rp.1.924.406.750,00. 

Mutasi nilai Jaringan, Irigasi dan Jaringan  tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Saldo per 31 Desember 2024      1.924.406.750,00,00 

 Mutasi tambah: 0,00  

Belanja Modal 367.499.400,00  

Mutasi dari SKPD Lain  0,00  

Koreksi Tambah/reklas aset 0,00  

Total Tambah 367.499.400,00  

  

 Mutasi kurang: 0,00  

Penghapusa Aset 0,00  

Rusak Berat 0,00  

Mutasi ke SKPD Lain 0,00  
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Koreksi/reklas aset 0,00  

Total Kurang 0,00  

Saldo per 31 Desember 2025    2.291.906.150,00,00 

  

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp.2.291.906.150,00 terdiri dari Saldo Tahun 

Anggaran 2024  sebesar Rp.1.924.406.750,00 ditambah belanja modal 

Tahun 2025 sebesar Rp.367.499.400,00 berupa penyusunan DED 

pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan saluran drainase SIHT 

sebesar Rp.12.898.200,00, pengawasan pembangunan infrastruktur 

jaringan jalan dan saluran drainase SIHT sebesar Rp.9.568.200,00, 

infrastruktur jaringan jalan dan saluran drainase sebesar 

Rp.344.463.000,00 dan honorarium PPK sebesar Rp.570.000,00. 

5) Aset tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah Rp.125.000,00 dan Rp.125.000,00 berupa hukum perlindungan 

konsumen. 

Saldo per 31 Desember 2024     125.000.00,00 

 Mutasi tambah: 0,00 

Belanja Modal  0,00  

Mutasi ke SKPD Lain  0,00 

Koreksi Tambah /reklas aset 0,00 

Total Tambah 0,00 

 Mutasi kurang: 0,00 

Penghapusan Aset 0,00 

Rusak Berat 0,00 

Mutasi ke SKPD 0,00 

Koreksi/reklas aset 0,00 

Total Kurang 0,00 

Saldo per 31 Desember 2025       125.000.00,00 

 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah Rp.707.100.011,00 berupa KDP pasar jalan Soetoyo, perencanaan 
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pengembangan pasar Karanganyar,dan Petanahan serta revitalisai pasar 

Kutowinangun II dan Tanjungsari, kajian dokumen UKL-UPL Pasaar 

Kutowinangun 2, kajian dokumen UKL-UPL Pasar Tanjungsari, 

perencanaan DED pembangunan Pasar Pagi, perencanaan pembangunan 

Pasar Hewan Gombong, perencanaan rehabilitasi Pasar Petanahan, 

perencanaan pembangunan shelter PKL Soetoyo, kajian dokumen UKL-

UPL Pasar Hewan Gombong, perencanaan Rehab Pasar Ambal, kajian 

UKL-UPL Pasar Karangjambu, kajian UKL-UPL Pasar Dorowati, 

perencanaan revitalisasi Pasar Karangjambu, perencanaan Pasar Hewan 

Petanahan, perencanaan Pasar Pon, perencanaan Pasar Hewan 

Tamanrejo, perencanaan pasar Anyaman Pandan, dan IPAL Pasar 

Gombong  . 

Saldo per 31 Desember 2024 707.700.011,00 

Mutasi tambah: 0,00 

Reklas  0,00   

Pembelian  0,00 

Mutasi Tambah 0,00 

Koreksi 0,00 

Penyelesaian KPD 0,00 

Saldo per 31 Desember 2025 707.700.011,00 

 

7) Akumulasi Penyusutan 

Akumulasi penyusutan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 

dan 2024 adalah sebesar Rp.(71.553.200.007,22) dan 

Rp.(64.291.403.777,00). 

c. Aset Lainnya 

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah Rp.1.414.202.304.160,00 dan Rp.17.548.764.848,00. Aset Lainnya 

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar 

maupun aset tetap. 

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
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Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

Rp.0,00 dan Rp.16.134.562.688,00. Berakhirnya masa HGB PT. Karsa 

Bayu Perkasa atas Bangunan dan Gedung pasar rakyat Wonokriyo 

Gombong diserahkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah sehingga menambah aset Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar 

Rp.16.134.562.688,00 . 

2) Aset Tak Berwujud 

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 

masih sama sebesar Rp.298.535.420,00 dan kondisi saat ini aplikasi 

tersebut masih digunakan. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, 

tetapi tidak mempunyai wujud fisik. 

Saldo per 31 Desember 2024 298.535.420,00 

 Mutasi tambah: 0,00 

Pembelian Software  0,00 

 Mutasi kurang: 0,00 

Penghapusan 0,00 

Saldo per 31 Desember 2025  298.535.420,00 

 

3)  Aset Lain-lain 

Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat.  
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masih sama 

sebesar Rp.1.115.666.740,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo per 31 Desember 2024 1.115.666.740,00 

Mutasi tambah: 
 Belanja Modal  

 Mutasi ke SKPD Lain   

Koreksi Tambah /reklas aset  

Total Tambah  

Mutasi kurang:  

Penghapusan Aset  

Rusak Berat 

 Mutasi ke SKPD 

 Koreksi/reklas aset 
 Total Kurang  

Saldo per 31 Desember 2025 1.115.666.740,00 
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4) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah Rp.(218.472.686,00) dan Rp.(218.472.686,00). 

Saldo per 31 Desember 2024 (218.472.686,00) 

 Mutasi tambah: 0,00 

Belanja Modal  0,00 

Mutasi dari SKPD Lain  0,00 

Koreksi  0,00 

Reklas 0,00 

 Total Tambah 0,00 

 Mutasi kurang: 0,00 

Penghapusan Aset  0,00 

Rusak Berat 0,00 

Mutasi ke SKPD lain 0,00 

Koreksi 0,00 

Total Kurang 0,00 

Saldo per 31 Desember 2025 (218.472.686,00) 

 

5) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah Rp.(490.893.366,00) dan Rp.(490.893.366,00). 

Saldo per 31 Desember 2024 (490.893.366,00) 

 Mutasi tambah: 0,00 

Belanja Modal  0,00 

Mutasi dari SKPD Lain  0,00 

Koreksi  0,00 

Reklas 0,00 

 Total Tambah 0,00 

 Mutasi kurang: 0,00 

Penghapusan Aset  0,00 

Rusak Berat 0,00 

Mutasi ke SKPD lain 0,00 

Koreksi 0,00 

Total Kurang 0,00 

Saldo per 31 Desember 2025 (490.893.366,00) 

 

2. Kewajiban 

a) Kewajiban Jangka Pendek 

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji 

sebesar Rp.47.555.517,00 dan Rp.289.648.134,00 
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Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan 

segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

No. Uraian 
Tahun 2025 Tahun 2024 

(Rp) (Rp) 

1 Pendapatan Dibayar di Muka 0,00 0,00 

2 Utang Belanja 47.555.517,00 289.648.134,00 

3 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 

4 R/K PPKD 0,00 0,00 

Jumlah 47.555.517,00 289.648.134,00 

- Pendapatan dibayar di Muka 

Pendapatan di bayar di muka atas Pendapatan Retribusi Daerah tahun 

2025 sebesar Rp 0,00. 

- Utang Belanja 

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 terdiri dari Belanja Air, Listrik, 

Telepeon/internet dan  atas pemakaian bulan Desember 2025 dibayarkan 

di Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian Jumlah 

1 Listrik 43.658.804,00 

2 Telepon 3.663.913,00 

3 Air / PDAM 232.800,00 

 Jumlah  47.555.517,00 

 

 

3. Ekuitas 

Ekuitas Dana per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp.286.917.111.121,78 dan Rp.281.116.357.445,00. 

3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas 

merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang 

kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. 

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ekuitas Awal 

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 281.116.357.445,00 merupakan reklasifikasi dari 

ekuitas dana tahun 2025, sebagai berikut : 

Surplus Defisit-LO sebesar  Rp     (21.971.140.255,22) 

RK PPKD         Rp      15.497.283.932,00 
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Lain -lain     Rp.     12.247.610.000,00 

Ekuitas Akhir sebesar   Rp    286.917.111.121,78 

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar    Rp. 0,00 

- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar  Rp. 0,00 

- Lain-lain sebesar      Rp.12.274.610.000,00 

Lain-lain sebesar Rp.12.274.610.000,00 terdiri dari sebesar Rp.47.616.000,00 

merupakan mutasi dari DPUPR berupa tanah di Jl. Dwikora No 1 Kutowinangun, 

dan sebesar Rp.12.226.994.000,00 berupa inventarisasi pasar Wonokriyo 

Gombong. 

3. Koreksi Lainnya 

Koreksi lainnya senilai Rp. 0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum 

dibukukan sampai akhir tahun 2025, terdiri dari: 

- Pengakuan atas bunga yang terutang sebesar  Rp. 0,00 

- Pengakuan atas beban dibayar dimuka sebesar Rp. 0,00 

- Lain-lain sebesar      Rp. 0,00 

Selain mengelola sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen juga 

melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD DBHCHT 

sebagaimana tabel. 

Tabel Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD 

DBHCHT di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 

NO KEGIATAN LOKASI 
SUMBER 

DANA 
KETERANGAN 

         

         

         

 
Di Tahun Anggaran 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tidak mendapat Dana Tugas 

Pembantuan   
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Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Tugas Pembantuan di 

wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 
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3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas,untuk entitas yang menggunakan basis akrual. 

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan 

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya 

dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual pada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  

Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 

2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 

Pemerintah Kabupaten Kebumen. 

Sesuai dengan dasar tersebut di atas pengungkapan atas pos-pos aset dan 

kewajiban yang timbul sehubungan dengan  penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 

entitas yang menggunakan basis akrual tersaji dalam komponen keuangan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten 

Kebumen  Kabupaten kebumen yang terdiri dari : 

3.2.1.  LRA 

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten Kebumen  yang 

menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan 

menyajikan unsur-unsur sebagai berikut : 
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a. Pendapatan-LRA 

b. Belanja 

c. Surplus/devisit 

d. SisaLebih/kurang pembiayaan (SILPA) 

3.2.2.  LO 

LO menyajikan pos-pos sebagaiberikut: 

a. Pendapatan LO 

b. Beban 

c. Surplus/Defisit LO 

 3.2.3.  NERACA 

Neraca menggambarakan posisi keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten Kebumen 

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  

Kabupaten Kebumen mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan 

non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjang. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  

yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pada tanggal laporan. 

3.2.4.  LPE 

LPE menyajikan Pos-pos 

a. Ekuitas awal 

b. Surplus/deficit LO 

c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. 

d. Ekuitas akhir 

 3.2.5.  CaLK 

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK antara lain: 

a. Informasi umum tentang entitas akuntansi. 

b. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan Keuangan dan kebijakan- 

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- 

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 
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d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan. 
 
 

CaLK disajikan secara sistematis, setiap pos dalam LRA, Neraca LO dan 

LPE mempunyai referansi silang dengan informasi terkait CaLK. 
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BAB IV 

PENJELASAN DAN INFORMASI–INFORMASI 

NON KEUANGAN OPD 

1. Penjelasan Umum 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 

perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah 

dengan type A. 

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan rencana dan program dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi 

usaha kecil dan menengah; 

b. Perumusan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil 

dan menengah; 

c. pelaksanaan koordinasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha 

kecil dan menengah 

d. pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha 

kecil dan menengah; 

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi usaha kecil dan menengah; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas; 

g. pengendalian  penyelenggaraan tugas UPTD Pasar dan UPTD Metrologi Legal 

pada Dinas; dan 

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten 

Kebumen No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil 
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Dan Menengah Kabupaten Kebumen, tertuang pada peraturan tersebut diatas dengan 

susunan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Subbagian Keuangan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bidang Perindustrian 

a. Subkoordinator Pengelolaan Informasi Industri 

b. Subkoordinator Pembangunan Industri 

c. Subkoordinator Pengendalian Industri 

4. Bidang Sarana Perdagangan 

a. Subkoordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan; 

b. Subkoordinator Pengembangan Sarana Perdagangan; 

c. Subkoordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan. 

5. Bidang Pengembangan Perdagangan 

a. Subkoordinator Bina Usaha Perdagangan; 

b. Subkoordinator Promosi  dan Informasi Perdagangan; 

c. Subkoordinator Pengawasan Perdagangan 

6. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a. Subkoordinator Koperasi; 

b. Subkoordinator Usaha Kecil dan Menengah; 

c. Subkoordinator Kelembagaan dan Informasi. 

7. Unit  Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) 

a. UPTD Pasar  I; 

b. UPTD Pasar  II; 

c. UPTD Pasar III; 

d. UPTD Pasar IV; 

e. UPTD Metrologi Legal Kebumen. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam membangun Kabupaten Kebumen maka Bupati Kebumen periode Tahun 

2025-2030, telah menetapkan Visi dan Misi Bupati sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 – 2030 sebagai berikut : 
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Visi: 

Kebumen  Beriman,  Maju, Sejahtera, dan Berbudaya 

Misi: 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, 

yaitu : 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan Inklusif; 

2. Memperkuat daya saing ekonomi daerah; 

3. Percepatan pemerataan, pembangunan infrastruktur yang berwawasan 

lingkungan; 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, Ngopeni, Ngayomi, 

Ngayemi : 

5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun, atas dasar nilai keagamaan 

dan budaya lokal 

Dari Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen me 

ndukung Misi Kepala Daerah periode 2025-2030, misi yang ke 2 (dua) yaitu : 

“Memperkuat daya Saing Ekonomi Daerah: Meningkatkan produktivitas 

sektor pertanian, pariwisata, UMKM, serta mengoptimalkan lahan dengan 

dukungan digitalisasi” 

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen fokus pada tiga hal, 

yaitu (1) Perbaikan tata kelola (Governance), (2) Perbaikan pengelolaan risiko 

(Risk), dan (3) Perbaikan pengendalian intern (Control). Untuk tercapainya tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program- 

program yang akan dilaksanakan. 

2. Informasi Umum tentang Intitas 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Kebumen sebagai entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan 

pertanggugjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan. Basis 

akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 

Anggaran 2025 adalah : 

a. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui 

berdasarkan Basis Akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan 

timbulnya kewajiban,tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan. 

b. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun 

menggunakan Basis Kas yaitu basis akutansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima, 

Basis pegukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan. Basis 

pengukuran pos-pos dalam Penyusunan Laporan Keuangan Disperindagkukm 

Tahun Anggaran 2025 menggunakan nilai perolehan historis. Aset dihitung 

bedasarkan harga perolehan. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas. Pengukuran 

pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Penerapan kebijakan 

akuntansi berkait dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

- Pendapatan diakui pada saat kas diterima 

- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas brutto yaitu dengan 

membukukan penerimaan brutto. 

c. Kebijakan akuntansi Belanja. 

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

- Khusus pengeluaran melalui Bndahara Pengeluaran pengkuannya terjadi 

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 

fungsi verifikasi 

- Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, program, kegiatan, 

kelompok ,jenis, obyek dan rincian obyek. 

d. Kebijakan akuntansi aset 

- Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (kas dan setara kas), piutang dan 

persediaan 

- Persediaan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 
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3. Penghargaan yang diterima 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

pada Tahun Anggaran 2025 atas prestasi Kinerja memperoleh penghargaan 

sebabgi berikut : 

a. Piagam Penghargaan kepada Pasar Sruni, Kabupaten Kebumen atas 

Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025. 

b. Piagam Penghargaan kepada Pasar Puring Kabupaten Kebumen atas 

Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025. 

c. Piagam Penghargaan kepada Pasar Wonokriyo Kabupaten Kebumen atas 

Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025. 
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Demikian Laporan Keuangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah  Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dibuat, sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi 

dari penggunaan dana APBN / APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas 

SKPD/OPD sebagai sebuah entitas akuntansi/ pelaporan. 

 

 
Kebumen, 31 Desember 2025 

 
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 
Kabupaten Kebumen 
Selaku Pengguna Anggaran 

 
 
 
 
 

HARYONO WAHYUDI, ST.MT 
Pembina Utama Muda 
NIP.197401261999031004 
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